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ABSTRAK 

“Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas”  

Oleh Rezi Saputra, 1811170006 

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat 

Islam. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan 

pelaksanaan haji sendiri. pelaksanaan haji dikatakan sah apabila 

sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui 

tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal 

menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif, 

yaitu studi Pustaka (Iliberary research). Studi Pustaka (liberary 

research) yaitu bertumpu pada kajian dan telaah teks dengan 

sumber data yang digunakan berupa data literatur buku, jurnal 

dan website. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk 

memberikan penjelasan tentang Persiapan Ibadah Haji 

Disabilitas dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Disabilitas yang 

berupa persiapan spiritual, fisik, dan materil. Jamaah haji 

disabilitas juga salah satu prioritas pemerintah dalam 

pelaksanaan ibadah haji. Hasil dari penulisan ini adalah 

memberikan penjelasan memberikan penjelasan tentang 

persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji bagi Disabilitas. 

Kata kunci: Manajemen, Penyelenggaraan Haji, jamaah 

Disabilitas. 
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ABSTRACT  

" Hajj Management for People with Disabilities "  

By Rezi Saputra, 1811170006  

Hajj is a form of worship in Islamic law. Basic 

knowledge of the pilgrimage is closely related to the 

implementation of the pilgrimage itself. The implementation of 

Hajj is said to be valid if it is in accordance with the known 

implementations of Hajj, this implementation in the sense of 

formal provisions regarding the order of the implementation of 

Hajj that has been determined. This study uses a type of 

descriptive research method, namely library research (illiberary 

research). Literary research (liberary research) is based on the 

study and study of texts with the data sources used in the form of 

literature data from books, journals and websites. The purpose 

of writing this book is to provide an explanation of the 

Preparation for the Hajj Pilgrimage with Disabilities and the 

Organization of the Hajj Pilgrimage in the form of spiritual, 

physical and material preparations. Pilgrims with disabilities 

are also one of the government's priorities in the implementation 

of the pilgrimage. The result of this writing is to provide an 

explanation of the preparation and implementation of the 

pilgrimage for people with disabilities. 

Keywords: Management, Hajj Organizing, Jamaat with 

Disabilities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam 

syariat Islam. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat 

dengan pelaksanaan haji sendiri. pelaksanaan haji dikatakan 

sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang 

telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian 

ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan 

pelaksanaan haji yang telah ditentukan.  

Asal makna kata “haji” adalah menyengaja sesuatu. 

Haji yang dimaksud menurut syarah’ adalah sengaja 

mengunjungi Ka’bah untuk melakukan beberapa amalan 

ibadah dengan syarat-syarat tertentu.1 Di dalam firman 

Allah surat Ali Imran, ayat 97 disebutkan: 

ٰ عَلىَ النَّاسٰ حٰجُّ الْبيَْتٰ مَنٰ    عَ اٰليَْهٰ سَبيْٰلً اسْتطََا وَلِٰلّه

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke baitullah” (Ali Imran: 

97). 2 

 

                                                             
1 Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, Fiqih Haji, 

(Jakarta: Ciputas Press, 2003), h. 1. 
2  Qs. Ali Imran ayat 97. 
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Mengerjakan ibadah haji hendaknya di segerakan 

seperti yang jelaskan oleh sabda Rasulullah SAW: 

 “Segeralah kamu mengerjakan ibadah haji, karena tidak 

satu orang pun diantara kamu yang mengetahui apa yang 

akan terjadi” (HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas).3 

 

Pada hakikatnya haji ialah kegiatan suci yang 

penerapanya diharuskan oleh Allah kepada semua ummat 

Islam yang sudah mencapai mampu, diucap kegiatan suci 

sebab segala rangkaian aktivitas haji merupakan ibadah. 

Haji disebut ibadah puncak yang melambangkan ketaatan 

dan penyerahan diri kepada Allah baik secara raga, material 

ataupun spiritual.4 

Di dalam perjalanan haji juga terdapat manajemen 

yang menggelolah jamaah haji yang berupa pengaturan atau 

pengelolahan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-

fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, 

actuating, controlling, dan evaluating, sehingga ibadah haji 

terlaksana secara efektif dan efisien. 

Namun tidak semua calon jamaah haji sehat secara 

fisik ada juga calon jamaah yang memiliki keterbataan 

khusus untuk melakukan aktivitas dan rangkaian kegiatan 

ibadah haji yang disebut jamaah Disabilitas. Disability 

                                                             
3  HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas. 
4 Maratus Soleha, Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El 

Mubarakah, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.1. 
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adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan 

performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau 

hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain 

sebagainya.5 

Definisi penyandang cacat menurut Undang-Undang 

RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat 

menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang 

yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri 

dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, 

Penyandang cacat fisik dan mental.6 

Oleh sebab itu, penyandang disabilitas merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan 

peran yang sama dengan masyarakat lainya dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan, baik dari segi 

pendidikan, ketenagakerjaan, komunikasi, dan lain-lain. 

Dengan demikian Penyandang Disabilitas perlu 

mendapatkan perhatian yang serius dan dapat 

                                                             
5 Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yoyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), h.270 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997, 

Tentang Penyandang Disabilitas, (Biro Hukum Departemen Sosial RI Tahun 

1997), h.2 
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didayagunakan sebagaimana layaknya manusia seutuhya, 

termasuk untuk beribadah haji itu sendiri7 

WHO8 memperkirakan bahwa sekitar 15% dari total 

penduduk Indonesia mengalami disabilitas baik ringan 

maupun berat. itu sejalan dengan data Sensus Penduduk 

2010 menemukan bahwa 4.74% penduduk usia di atas 10 

tahun mengalami kesulitan fungsional. Secara terperinci 

angka terbesar adalah kesulitan melihat (3,05%), kesulitan 

mendengar (1.58%), berjalan atau naik tangga (1.62%), 

mengingat atau konsentrasi (1.44%), dan mengurus diri 

sendiri (1.07%). Sementara PPLS 2011 mencatat terdapat 

1.313.533 penyandang disabilitas di dalam rumah tangga 40 

persen terbawah. Jumlah ini terdiri dari penyandang 

disabilitas netra, rungu wicara, tubuh, eks-penyakit kronis, 

retardasi mental, gangguan jiwa, dan fisik dan mental 

(ganda). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 

menunjukan bahwa proporsi anak usia 5 – 17 tahun yang 

mengalami disabilitas sebanyak 3.3 % dan sebanyak 22 % 

proporsi orang dewasa usia 18 – 59 tahun yang mengalami 

disabilitas.9 

                                                             
7 Teti Ati Padami, implementasi aksebilitas pelayanan informasi dan 

pelayanan khusus bagi penyandang catat di kota samara    ng, Jurnal 

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 02, 2006, 

h .66. 
8 World Health Organization. 
9 Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dkk, Fikih Penguatan 
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Sudah seharusnya pemerintah dan biro jasa trevel 

memiliki cara tersendiri untuk memberikan kepedulian 

secara istimewa serta melakukan pelayanan yang berbeda 

dengan jamaah yang bukan disabilitas, sehingga jamaah 

disabilitas merasa nyaman dan aman ketika menjalankan 

ibadah haji dan umrah. 

Dari tahun ke tahun jamaah haji terus bertabah, hal 

ini bisa dilihat dari bukan saja calon jamaah haji biasa 

(normal) yang mau menunaikan Ibadah haji melainkan 

jamaah haji Disabilitas juga banyak yang ingin menunaikan 

Ibadah Haji, dan tidak menutup kemungkinan Bahwasanya 

dari Jamaah Umrah Disabilitas bayak juga yang ingin pergi 

ke Tanah suci atau menunaikan Ibadah Umrah.10 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu 

penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul 

“Manajemen Ibadah Haji Bagi Disabilitas”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Manajemen Persiapan Ibadah Haji 

Disabilitas? 

2. Bagaimana Manajemen Penyelengaraan Ibadah Haji 

Disabilitas? 

 

                                                                                                                                    
Penyandang Disabilitas, (Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 

2019), h. 23-24. 
10 Maratus Soleha, Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Jamaah Umroh Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haramain El 

Mubarakah, (Skripsi: Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.4. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui persiapan yang dilakukan jamaah Haji 

sebelum keberangkatan bagi Disabilitas. 

2. Mengetahui apa saja Kondisi pada jamaah Disabilitas. 

 

D. Luaran Yang Diharapkan 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penulisan buku ini diharapakan dapat 

menamba referensi penegetahuan penelitian selanjutnya 

dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian 

mengenai Manajemen Ibadah Haji Disabilitas. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bah 

pertimbangan dalam meneylasaikan masalah-

masalah yang berkenaan dengan Manajemen 

Ibadah Haji Disabilitas. 

b. Bagi Lembaga Travel Haji, dapat dijadikan bah 

pertimbangan dalam meneylasaikan masalah-

masalah yang berkenaan dengan Manajemen 

Ibadah Haji Disabilitas. 

c. Bagi Mahasiswa dan Dosen, dapat dijadikan bahan 

referensi dan buku pedoman proses belajar 

mengajar. 
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E. Metode Penulisaan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (liberary research), yang bertumpu pada kajian 

dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada 

penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data 

yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan 

analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga 

mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. 

Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan 

berupa data yang digunakan adalah berupa data 

literatur.penelitian pustaka (library research) yaitu 

menjadikan bahan pustaka sebagai seumber data utama. 

Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan 

dengan pemahaman ayat Al-Quran. Pengumpulan data 

dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji 

beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah 

sebagai library research yaitu: penelitian kepustakaan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada skripsi  ini  secara  menyeluruh,  

maka  perlu  dikemukakan  sistematika  yang merupakan  

kerangka  dan  pedoman  penulisan  skripsi. Penyajian 
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laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

1. Bagian awal buku  

memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman 

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, halaman daftar lampiran 

2. Bagian utama skripsi  

bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II MANAJEMEN PERSIAPAN IBADAH HAJI 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang 

persiapan ketika di rumah, persiapan jamaah ketika di 

asrama haji, dan persiapan jamaah ketika di pesawat. 

BAB III PEYENGGARAAN JAMAAH HAJI 

DISABILITAS 

Dalam bab ini penulis membahas tentang 

penyelengaraan ibadah haji, organisasi penyelengaraan 

ibadah haji, macam-macam haji dan cara 
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pelaksanaanya, dan penyelengaraan ibadah haji khusu 

lansia. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang 

kesimpulan, saran, daftar pustaka, curriculum vitae dan 

daftar lampiran. 
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BAB II 

MANAJEMEN PERSIAPAN JAMAAH HAJI 

DISABILITAS 

A. Haji Disabilitas 

Allah telah menciptakan manusia berpasang-

pasangan seperti siang dengan malam, baik dengan buruk, 

kiri dengan kanan, langit dengan bumi dan sebagainya. 

Setiap ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Manusia adalah 

sebaik baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia 

diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna di antara 

makhluk lainnya.11 

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur’an surah At-

Tin ayat 4 yang berbunyi: 

نْسَانَ فيْْٰٓ احَْسَنٰ تقَْوٰيْ  م   لَقدَْ خَلقَْناَ الْْٰ  

Artinya: “Sungguh, Ka mi telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (Q.S At-Tin: 

4).12 

 

Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti 

tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Bagaimana 

dengan mereka yang lahir dengan memiliki keterbatasan. 

Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa 

                                                             
11 Inas Hayati, Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran, 

(Skripsi: Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 1. 
12 Q.S. At-Tin ayat 4. 
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mendengar, melihat dan sebagainya. Mereka disebut dengan 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, penyandang 

cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang 

dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik 

maupun nonfisik dengan individu normal.13 

Penyandang cacat terdiri dari dua kata, yaitu 

penyandang dan cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang 

memiliki arti orang yang menderita.14 

Disability adalah kekurangan dalam kemampuan 

untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan 

bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan 

lain sebagainya.15 Penyandang disabilitas adalah orang-

orang yang dalam hal kemampuan dibandingkan dengan 

kondisi orang-orang normal pada umumnya. Perbedaan ini 

melekat secara alamiah atau terjadi karena faktor 

insidental.16 

Definisi Penyandang Cacat menurut Undang-

Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

                                                             
13 Nurkhalis Setiawan, Pribumisasi Al-Quran, (Yogyakarta: 

Kaukaba, 2012), h.75. 
14 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.1259. 
15 Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, 

(Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.270 
16 Mohamad Rofik, Difabel di Sekitarku: Hasil Lomba Mmenulis 

Tema Difabel di Sekitarku, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), 

h.46. 
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Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap 

orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang 

dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri 

dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, 

Penyandang cacat fisik dan mental.17 

Berikut merupakan ciri-ciri penyandang disabilitas: 

1. Penyandang Cacat Fisik, yaitu seseorang yang 

mengalami gangguan fungsi tubuh yaitu mengalami 

kelainan, kerusakan, ataupun apalagi kehilangan organ 

tubuh. Semacam gangguan penglihatan, pendengaran, 

dan sulit gerak. 

2. Penyandang Cacat Mental, yaitu seorang yang memiliki 

hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari 

karena mengalami kelainan mental akibat bawaan 

ataupun penyakit. 

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu orang yang 

mengalami kelainan fisik serta mental sekaligus 

ataupun cacat ganda sehingga mereka tidak bisa 

melaksanakan aktivitas sehari-hari secara selayaknya. 

semacam gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, 

                                                             
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997, 

Tentang Penyandang Disabilitas, (Biro Hukum Departemen Sosial RI Tahun 

1997), h.2 
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pendengaran serta kemampuan berbicara dan memiliki 

kelainan mental ataupun tingkah laku.18 

 

B. Klasifikasi dan Karakteristik Disabilitas 

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 

mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas 

meliputi; Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang 

Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan, 

Penyandang Disabilitas sensorik.19 

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 

mendefinisikan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara 

tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang 

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Bagian Penjelasan Pasal 4 

ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut 

tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu 

bahwa yang dimaksud dengan: 

1. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya 

fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau 

                                                             
18 Muratus Soleha, Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Jamaah Umrah Disabilitas Pada PT. Dhiyaa El Haraman El 

Mubarakah, (Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayahtullah, 2021), h.40 
19 Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia 

Perkembangan Istilah dan Definisi, (Jurnal: Ilmu Kesejahteraan Sosial), Vol. 

20 No.2, 2019, h.138 
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kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, 

akibat kusta, dan orang kecil. 

2. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya 

fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-

rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan 

down syndrom. 

3. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya 

fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 

psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas 

perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan 

interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif 

4. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya 

salah satu fungsi dari panca indera, antara lain 

disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas 

wicara. 

5. Penyandang Disabilitas ganda adalah penyandang 

disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam 

disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan 

disabilitas netra-tuli.20 

Adapun karakteristik disabilitas berdasarkan 

Undang-undang No 8 tahun 2016 sebagai berikut: 

                                                             
20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, tentang 

Penyandang Disabilitas. 
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Seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental dan, sensorik. dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.21 

C. Persiapan Ketika Di Rumah 

1. Persiapan Mental Spiritual 

a. Niat Semata Karena Allah SWT 

Menunaikan ibadah haji dengan benar-benar 

berangkat dari motivasi dan niat yang ikhlas karena 

Allah Swt. Kedudukan niat dalam setiap ibadah 

dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, 

bahkan niat menjadi penilaian dari setiap arah dan 

tujuah ibadah yang kita tunaikan. Begitu juga halnya 

dengan pelaksanaan ibadah yang memerlukan 

kesanggupan materil dan spritual ini.22 

b. Bertaubat dan Mohon Bimbingan Allah 

Jika seorang muslim sudah bertekad bulat 

untuk pergi haji maupun umrah, disunnahkan 

baginya berwasiat kepada keluarga dan handai-

taulannya dengan wasiat taqwa kepada Allah, yakni, 

                                                             
21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang 

Disabilitas, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1. 
22 Badrudin, Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji, (Serang, Aempat, 

2018), h. 151 
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mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Hendaknya ia menuliskan hitam diatas putih 

utang piutangnya dan mencantumkan pula saksi 

dalam tulisan itu. Wajib baginya segera bertaubat 

yang sebenar-benarnya dari segala dosa, berdasarkan 

firman Allah: 

ٰ جَمٰيْعاً ايَُّهَ الْ  ا اٰلىَ اللّٰه نَ مُؤْمٰنوُْنَ لعََلَّكُمْ تفُْلٰحُوْ وَتوُْبوُْْٓ  

Artinya “Dan bertobatlah kamu semua kepada 

Allah, wahai orang-orang yang 

beriman, agar kamu beruntung”. 

(QS. An-Nur: 31).23 

 

Taubat secara bahasa artinya kembali. 

Secara istilah artinya kembali kepada Allah 

yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 

Menyerah diri pada-Nya dengan hati penuh 

penyesalan yang sungguh-sungguh. Yakni kesal, 

sedih, susah serta rasa tidak patut atas dosa-dosa 

yang pernah kita dilakukan sehingga menangis. 

Hati terasa pecah-pecah bila mengingati dosa-

dosa yang dilakukan itu. Memohon agar Allah 

yang Maha Pengampun akan menerima taubat 

kita.24 

                                                             
23  QS. An-Nur ayat 31 
24 Rusydi, Konsep Taubat Menurut Imam AL-Ghazali, Jurnal 

Manthiq. Vol. 4, No. 2 2019, h. 89 
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c. Wasiat 

Berwasiat sebelum melakukan ibadah haji 

kepada keluarga, kerabat, teman, tetangga dan 

siapapun yang dalam kehidupan sehari-harinya 

terdapat interaksi langsung dengan mereka 

merupakan hal yang juga disyariatkan. Wasiat 

bisa berupa dengan hal yang berupa berkaitan 

dengan hutang piutang, tanggungan, amanat 

yang belum diselesaikan atau meminta maaf atas 

perbuatan-perbuatan zhalimyang disengaja atau 

tidak kepada orang lain, bisa juga 

mengembalikan hak-hak orang lain yang 

tertahan dan sebagainya. Hal tersebut di atas 

hendaknya diselesaikan sebelum melaksanakan 

ibadah haji. adapun keluarga yang ditinggalkan 

hendaknya berwasiat kebaikan kepada mereka 

seperti selalu bertaqwa kepada Allah selama 

ditinggal, jangan tinggalkan sholat lima waktu, 

dan selainnya. Selain itu juga hendaknya 

meninggalkan bekal kepada mereka dengan 

bekal yag sekiranya cukup sampai selesai ibadah 

hajinya.25 

 

                                                             
25 Abdul Hadi, Taubat Jalan Menuju Surga, ( Shafar, Al-Maktab, 

2004), Hal. 32. 
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2. Persiapan Fisik 

Olahraga kesehatan diperlukan untuk menjaga 

kesehatan dan kebugaran setiap harinya, karena 

sehat merupakan landasan tercapainya kesejahteraan 

hidup manusia. Selain itu, aktivitas fisik membantu 

memperbaiki kebugaran yang mengalami penurunan 

fungsi tubuh. Aktivitas fisik dan partisipasi latihan 

aktif mempunyai manfaat yang baik untuk 

kesehatan. Olahraga merupakan suatu kebutuhan 

penting bagi tubuh, selain itu dengan rutinnya 

berolahraga yang terukur dapat menghindarkan dari 

sejumlah penyakit.26 

Bentuk-bentuk latihan olahraga yang baik bagi 

jamaah adalah: 

a. Berjalan 

b. Senam 

c. Bersepeda 

d. joging.27 

 

 

                                                             
26 Evita Ellawati dkk, Hubungan Asupan Zat Gizi Makro, Status 

Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Tingkat Kebugaran Pada Lansia di 

Kampung Jasugih Provinsi Banten, Nutrier Diaita, Vol. 13, No.1, 2021. 
27 Said Junaidi, Pembinaan Fisik Lansia Melalui Aktivitas Olahraga 

Jalan Kaki,  Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol. 1, Edisi 1, 

2011. h. 20. 
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3. Persiapan Material 

a. Harta yang halal 

Segala biaya dan nafkah yang digunakan 

untuk menunaikan ibadah haji harus benar-benar 

bersumber dari yang halal. Setiap ibadah yang 

kita tunaikan dengan biaya yang bersumberkan 

dari yang haram, tidak akan bernilai di sisi Allah 

Swt dengan kata lain ibadah hajinya akan 

ditolak (mardud).  28 

b. Perlengkapan Dokumen Jamaah 

1) Paspor (1 buah) 

2) Buku kesehatan (1 buah) 

3) Fotokopi BPIH (1 lembar) 

4) Fotokopi kartu keluarga (1 lembar) 

5) Pasfoto ukuran 3x4 (4 lembar) 

6) Pasfoto ukuran kartu pos (2 lembar) 

7) Daftar nomor telepon penting (secukupnya) 

8) Daftar doa titipan (secukupnya) 

9) Peta tanah suci (1lembar per regu) 

 

 

 

 

                                                             
28 Said Rizal dan Yusriando, Kriteria Istitha’ah dalam Berhaji 

Menurut Hukum Fiqh Kontemporer, jurnal ilmu hukum prima, Vol. 3, No. 1, 

2020. 
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c. Kelengkapan Hidup Sehari-hari 

1) Obat-obatan (yang diperlukan saja) 

2) Vaselin (pelembab kulit) 

3) Buku/bloknot dan alat tulis (secukupnya) 

4) Tikar kecil lipat/perlak (1 lembar) 

5) Gunting kecil (1 buah) 

6) Alat pemotong kuku (1 buah) 

7) Alat pencukur jenggot/kumis (1 buah) 

8) Sandal jepit dan wadahnya (2 pasang) 

9) Hanger (secukupnya) 

10) Jepit pakaian/jemuran (secukupnya) 

11) Peniti (secukupnya) 

12) Tissu (secukupnya) 

13) Kain serbet (1 lembar) 

14) Karet gelang (secukupnya) 

15) Tas kresek (secukupnya) 

16) Tali plastik (secukupnya/10 meteran) 

17) Sambungan kabel (per regu secukupnya) 

18) Selotip/lakban (per regu secukupnya) 

19) Jarum dan benang (secukupnya) 

20) Gembok koper (1 buah) 
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D. Persiapan Jamaah Disabilitas Ketika di Asrama Haji 

Di asrama ini, selain pemeriksaan kesehatan terakhir, 

seluruh dokumen-dokumen administrasi akan diselesaikan. 

Jenis obat-obatan yang akan dibawa ke Tanah Suci juga akan 

dicek oleh petugas kesehatan. Pembagian tugas, penentuan 

ketua rombongan, dan penentuan tim-tim yang akan memberi 

bimbingan selama di Tanah Suci akan dilakukan di asrama 

ini. Karena itulah, setiap jamaah harus mengetahui ketua 

rombongan dan tim masing-masing. Sebab, konsultasi 

kesehatan maupun seputar manasik haji akan ditangani oleh 

kelompok masing-masing di bawah bimbingan ketua.  

Persiapan yang terjadi di embarkasi juga mencakup 

pembagian tanda pengenal (berbentuk gelang yang harus 

dipakai selama berada di Tanah Suci Makkah), pembagian 

uang makan sebesar 1500 real, pembagian paspor apabila 

jamaah sudah sampai di bandara, serahkanlah paspor Anda 

untuk pemeriksaan imigrasi, masukkan barang bawaan 

jamaah ke tempat yang sudah disediakan oleh petugas, 

kemudian jamaah tinggal menunggu panggilan untuk 

dipersilakan masuk ke dalam pesawat dan untuk jamaah 

disabilitas mempersiapkan keperluan khusus seperti kursi 

roda, alat bantu dengar, dan alat yang di perlukan lainya. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN JAMAAH HAJI DISBILITAS 

A. Penyelengaraan Ibadah Haji 

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 3, 

menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan haji dan umrah 

adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi 

jamaah haji dan jamaah umrah sehinga dapat menunaikan 

ibadahnya sesuai kententuan syariat dan mewujudkan 

kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah.29 

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau 

pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan 

adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas 

berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas 

sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:  

Pertama, Pembinaan itu bisa berupa tindakan, proses, atau 

pernyataan tujuan, dan Kedua, Pembinaan bisa menunjukkan 

kepada perbaikan atas sesuatu.30 

Upaya pembinaan dilaksanakan sejak dini di tanah air, 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

                                                             
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019, 

Tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum pasal 3 

ayat a-b. 
30 Aas Asiyah dkk, Fungsi Perencanaan dalam Penyelenggaraan 

Pembinaan Manasik Haji di KBIH Cimahi, Jurnal Manejemen Dakwah, Vol. 

4 No. 4, 2019, h.347. 
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perilaku hidup bersih dan sehat jemaah, sehingga mampu 

sehat secara mandiri. Kegiatannya melalui pembelajaran dari, 

oleh, dan bersama jemaah haji, sesuai sosial budaya setempat. 

Ruang lingkup kegiatan meliputi peningkatan pemahaman 

perjalanan ibadah haji sebagai kondisi matra yang 

berpengaruh terhadap kesehatan, manajemen berhaji sehat 

dan mandiri, persiapan kesehatan (fisik dan psikis), logistik 

dan keperluan kesehatan untuk melaksanakan perjalanan 

ibadah haji. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan kesehatan 

jemaah haji ini dilakukan secara perorangan, berkelompok, 

maupun kemitraan, yang bekerjasama dengan komunitas di 

masyarakat, misalnya kelompok pengajian (majlis ta’lim), 

KBIH, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik 

Indonesia (AMPHURI) dan sebagainya.31 

Pembinaan dimaksud ialah memberikan 

pembimbingan manasik haji dan pembinaan Kesehatan serta 

materi lainya, konsultasi ibadah, ziarah, ceramah keagamaan 

baik di tanah air (embarkasi), diperjalanan, maupun di Arab 

Saudi secarah terencanah, terstruktur, terukur, terencana, dan 

terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan, baik standar 

manasik Haji maupun standar Kesehatan. 

                                                             
31   bIka Rahmawati Sutejo dkk, Pembinaan dan Pengelolaan Faktor 

Risiko Melalui Penyuluhan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Jember, 

Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2, 2020, h. 96. 

 



24 
 

 
 

Sendangkan pelayanan secara umum ditandai dengan 

kemilikan cara ataupun mekanisme yang memberikan 

kemudahan baik dalam mengakses informasi maupun 

penggunaan fasilitas yang diberikan lembaga Kualitas 

pelayanan, penanganan komplain, dan fasilitas teknologi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.32 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau yang mereka peroleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan dan mereka 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu lembaga 

pemerintahan tersebut. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima 

melampaui harapan konsumen maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Dan sebaliknya 

jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dasar 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan dalam memenuhi harapan yang sesuai terhadap 

                                                             
32 Resti Wildayati dkk, Optimalisasi Pelayanan Haji Dalam 

Meningkatkan Kepuasan Jamaah, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol. 17 

No. 2, 2017. h. 167. 
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spesifikasi yang ada bergantung pada kemampuan untuk 

menghasilkan kepuasan pelanggan.33 

Sesuai dengan pelayanan akomondasi harus harus 

memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek 

kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah 

haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang 

mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di 

Madinah.34 

Dalam pelindungan jamaah haji Menteri bertanggung 

jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan 

petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan 

petugas haji melaksanakan Ibadah Haji. Dalam memberikan 

pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji 

bahwasanya Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan 

lembaga terkait.35 

Sedangkan yang dimaksud perlindugan ialah 

memberikan perlindungan kepada jamaah dan petugas haji 

sebelum, belangsung, sesudah jamaah haji dan petugas haji 

                                                             
33 Murdiansyah Herman dkk, Kualitas Pelayanan Haji Dan Umrah 

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, jurnal 

ilmu sosial dan ilmu politik, Vol. 3 No. 1,2018, h. 1-2. 
34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun Tahun 

2022, Tentang Koordinasi Peyelenggaraan Ibada Haji, Perencaan dan 

Peaksaan Pelayanan Akomondasi Pasal 8 ayat 4. 

 
35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019, 

Tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum pasal 

41 ayat 1 dan 2. 
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melaksanakan ibadah haji, perlindungan haji tersebut 

meliputi: 

1. Perlindungan warga negara Indonesia diluar negri 

(pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan 

apabila haji mendapati permasalah selamah 

melaksanakan perjalan ibdah haji. 

2. Perlingan hukum (jaminan kepastian kebereangkatan 

kepulangan jamaah haji dan petugas haji serta pelayanan 

bantuan hukum 

3. Perlindungan keamanan (keamanan fisik, keselamatan 

jiwa, keecelakaan, dan Kesehatan yang diberikan dalam 

bentuk asuransi. 

4. Masa pertangunggan asuransi dimulai sejak jamaah haji 

masuk asran haji embarkasi atau ermbarkasi antara untuk 

pemberangkatan sampai keluar asramah haji debarkasi 

atau debarkasi untuk kepulangan.36 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah: Mengelolah 

Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), 

h.28-29. 
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B. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Adapun organisasi penyelenggara dan perencanaan 

operasional haji adalah pemerintah yang membentuk satuan 

kerja di bawah menteri agama yang kemudian akan diawasi 

oleh KPIH (Komisi Pengawas Haji Indonesia). KPHI sendiri 

terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota, yaitu unsur 

masyarakat 6 (enam) orang dan unsur pemerintah 3 (tiga) 

orang. 6 unsur masyarakat ini terdiri atas unsur Majelis 

Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh 

masyarakat Islam. Sedangkan unsur Pemerintah dapat 

ditunjuk dari departemen / instansi yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Ibadah Haji. Organisasi penyelenggara 

ibadah haji dikoordinasi oleh: 

1. Menteri di tingkat pusat 

2. Gubernur di tingkat provinsi 

3. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan 

4. Kepala perwakilan Republik Indonesia untuk kerajaan 

Arab Saudi. 37 

Terkait dengan pengorganisasian penyelenggaraa 

ibadah haji, bahwa peyelenggaraan ibadah haji adalah 

tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri, 

diakukan melalui satuan kerja dan PPIH, satuan kerja 

                                                             
37 Kebijakan Pemerintah, “Tentang Haji Dan Umroh”, 

https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-Pemerintah Tentang-

Haji-Dan-Umroh, (Diakses 21 juni 2022, pukul: 13:40 WIB). 

https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-Pemerintah-Tentang-Haji-Dan-Umroh
https://id.scribd.com/document/361159430/Kebijakan-Pemerintah-Tentang-Haji-Dan-Umroh
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dimaksud meliputuh satuab kerja di tingkat daerah, di tingkat 

pusat, dan di Arab Saudi. 

Sedangkan PPIH dibentuk oleh Menteri, terdiri atas: 

PPIH pusat; PPIH Arab Saudi; PPIH Embarkasi; dan PPIH 

Kloter. PPIH terdiri atas unsur kementrian/Lembaga terkait; 

dan masyarakat. PPIH Kloter terdiri Ketua Kloter, 

Pembimbing Ibadah Haji; dan Tenaga Kesehatan Haji, untuk 

menjadi calon PPIH harus memenuhi syarat: 

1. persyaratan Umum: 

a. Warga negara Indonesia beragama Islam dan 

berakhlak baik 

b. Mampu berbahasa Indonesia dan Arab/Inggris. 

c. Memiliki konduite baik. 

d. Berusia antara 21 sampai dengan. 56 tahun pada 

tanggal 6 Mei 2022 (KTP/Ijazah/Akte Kelahiran). 

e. Sanggup bekerja selama operasional 

penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M 

dan bersedia ditempatkan di mana saja. 

2. Persyaratan Khusus: 

a. Untuk Mahasiswa pada Universitas Arab Saudi, 

jenjang pendidikan minimal semester 3 bagi 

Mahasiswa S1, sementara Mahasiswa S2 dan S3 

tidak melewati tahun ke-5; 
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b. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang 

mengurus final exit pada saat mendaftar yang 

diketahui oleh ketua PPMI.38 

Jika diperhatikan operasional penyelenggaraan ibadah 

haji, Menteri Agama membentuk Panitia Penyelenggara 

Ibadah Haji (PPIH) dengan melibatkan unsur 

kementerian/lembaga dan instansi terkait. Dari sinilah dapat 

dijelaskan bahwa pengorganisasian penyelenggaraan haji di 

Indonesia terdiri atas: 

1. Organisasi Permanent 

Organisasi yang bersifat tetap merupakan entitas 

yang melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tahun. 

Susunan organisasinya meliputi: Kementerian Agama, 

Ditjen PHU, Kanwil Kementerian Agama Propinsi, 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kantor 

Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam organisasi 

ini, beberapa kewenangan diberikan secara berjenjang 

yaitu: 

a. Menteri Agama Sebagai Koordinator di tingkat pusat 

yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

                                                             
38 KJRI, “Jeddah Buka Pendaftaran Rekrutmen Panitia Haji 2022”, 

https://nasional.okezone.com/read/2022/05/10/337/2591547/kjri-jeddah-
buka-pendaftaran-rekrutmen-panitia-haji-2022-simak-syarat-dan-

ketentuannya?page=1, (Diakses 21 juni 2022), (pukul: 14:47 WIB). 
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b. Gubernur sebagai Koordinator di tingkat propinsi, 

yang sehari hari dilaksanakan oleh Kepala Staf 

penyelenggaraan haji yaitu Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Propinsi. 

c. Bupati/Walikota sebagai Koordinator di tingkat 

kabupaten/kota yang seharihari dilaksanakan oleh 

kepala staf penyelenggaraan haji, yaitu kepala kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

d. Duta besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi 

sebagai koordinator dan Konsulat Jenderal RI di 

Jeddah sebagai koordinator harian yang sehari-hari 

dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Haji di 

Arab Saudi, selaku kepala staf teknis penyelenggara 

haji.39 

 

2. Organisasi non-Permanent 

Organisasi non-Permanent adalah kepanitian 

penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi Panitia 

penyelenggara ibadah haji (PPIH) di tingkat pusat, 

Embarksi, dan Arab Saudi yang melibatkan instansi/ unit 

terkait pada saat operasional haji (masa pemberangkatan, 

masa tinggal di Arab Saudi, dan Masa pemulangan. 

                                                             
39 Muh. Anwar, Manajemen Operasional Organisasi 

Penyelenggaraan Haji, Jurnal Kajian Haji Umrah dan Keislaman, Vol. 1 No. 

2 Desember, 2020, h. 4. 
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(PPIH) terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, 

dan pelaksana, yakni: 

a. PPIH Pusat dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II 

pada Direktorat Jendral penyelenggaraan Haji dan 

Umrah. 

Panitia Peyelenggraan Ibadah Haji (PPIH) Pusat 

dibentuk berdasarka Keputusan Meteri Agama. 

Susunan kepanitian terdiri dari unsur Direktorat 

Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), 

Sekretariat Jendral Kementerian Agama, dan unit 

Eselon I terkait lainnya. 

b. PPP Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang 

mewilayahi embarkasi. 

PPIH Embarkasi dibentuk berdasarkan Keputusan 

Dirjen Peyelenggaraan Haji dan Umrah. Susunan 

PPIH embarkasi terdiri dari unsur Kementerian 

Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, 

Kantor Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 

Kantor Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Unsur 

terkait. 

c. PPIH Arab Saudi dipimpin oleh Kepala Kantor Misi 

Haji Indonesia dengan pembagian Daerah Kerja 

(Daker) sebanyak 3 wilayah meliputi: 

1) Daker Airport Membawahi Sektor-sektor 
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2) Daker Makkah membawahi Sektor-sektor, dan 

3) Daker Madinah membawahi Sektor-sektor 

PPIH Arab Saudi dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama. Susunan PPIH Arab Saudi terdiri 

dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Kesehatan, TNI, Polri, dan unsur terkait di Arab 

Saudi termasuk tenaga pendukung PPIH Arab Saudi 

(Temus/Tenaga Musiman) yang direkrut dari unsur 

mahasiswa Indinesia yang belajar di Timur Tengah 

dan warga Negara Indinesia yang bermukim di Arab 

Saudi. Pelayanan jamaah Haji di Arab Saudi, 

dilakukan oleh 3 Kantor Daerah Kerjah (Dekar): 

Daker Airport, Daker Makkah, Daker Madinah. 

Setiap Daker membawahi Sektor. Daker Mekkah 

terdiri dari 11 Sektor, Daker Madinah sebanyak 6 

sektor, dan Daker Airport sebanyak 2 Sektor. Pada 

setiap Sektor terdapat petugas pelayanan umum, 

pelayanna ibadah, dan pelayanan Kesehatan. 

d. PPIH Kloter adalah petugas haji yang menyertai 

jamaah sejak dari Tanah Air, dalam perjalanan, dan 

selama di Arab Saudi, yakni: 

1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) bertugas 

menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang 

yang bertugas memberikan pelayanan umum 
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bagi jamaah haji sekaligus mengemban 

tanggung jawab sebagai ketua kelompok 

terbang. 

2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia 

(TPIHI) bertugas menyertai jamaah haji dalam 

kelompok terbang yang bertugas memberikan 

pelayanna bimbimgan ibadah bagi Jemaah haji. 

3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), bertugas 

menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang 

yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan 

bagi Jamaah Haji.40 

 

C. Perlindungan Hukum Disabilitas Dalam Ibadah Haji 

1. Perlindungan 

Didalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 41 

yaitu Menteri bertanggung jawab memberikan 

pelindungan kepada jemaah haji dan petugas haji 

sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas 

haji melaksanakan ibadah haji. Pelindungan kepada 

jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud 

pada ayat terdiri atas pelindungan: 

a. Warga negara Indonesia di luar negeri 

b. Hukum 

                                                             
40 Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah: Mengelolah Perjalanan 

Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2020), h.38-39. 



34 
 

 
 

c. Keamanan dan  

d. Jiwa, kecelakaan, dan Kesehatan.41 

Dalam memberikan pelindungan kepada jemaah 

haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam 

bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada 

jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan 

setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan 

ibadah haji, Menteri berkoordinasi dengan kementerian 

dan lembaga terkait.42 

2. Hak dan Kewajiban 

Dalam penyelenggaraan haji berdasar pada 

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 6 

disebutkan bahwasannya setiap jamaah haji termasuk 

juga jamaah haji lansia dan disabilitas berhak: 

a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan 

nomor porsi dari Menteri; 

b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi 

lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab 

Saudi; 

c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan 

kesehatan; 

d. mendapatkan pelayanan transportasi; 

                                                             
41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah, Perlindungan Pasal 41 ayat 1 dan 2 
42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah, Perlindungan Pasal 41 ayat 3. 
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e. mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji 

Indonesia; 

f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya 

yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; 

g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip 

syariat; 

h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji 

penyandang disabilitas; 

i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; 

j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan 

k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, 

ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung 

yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis 

oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau 

sakit permanen menurut keterangan kesehatan 

Jemaah Haji.43 

Berdasarkan hak-hak diatas, dapat kita lihat 

bahwasannya jamaah disabilitas berhak mendapat 

pelayanan khusus dan berhak yang sama dengan 

jamaah yang lain. Adapun kewajiban dari jamaah haji 

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 7 

yakni: 

                                                             
43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah, Hak dan Kewajiban Pasal 6. 
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a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di 

kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler; 

b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang 

terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji 

Khusus; 

c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; 

d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di 

kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melalui 

PIHK; dan 

e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan 

dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.44 

3. Penetapan Kouta Haji 

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan 

Arab Saudi dan dituangkan dalam Momerandum of 

Understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia 

dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan 

Ibadah Haji tahun berjalan. Kuota haji itu sendiri 

merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap 

kali penyelenggaraan haji.45 

 

 

 

                                                             
44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Dan Umrah, Hak dan Kewajiban Pasal 7. 
45 Fadhilla Ilham Mulkin, Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji, Jurnal: Ilmu 

Hukum, Vol.1 No.7, 2021, h.711. 
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D. Penyelengaraan Ibadah Haji Disabilitas 

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama 

untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hanya saja 

dalam pelaksanaannya tentulah tidak semudah orang sehat 

lainnya, disesuaikan dengan keadaan dirinya. Penyandang 

disabilitas tetap harus memenuhi syarat sah haji dan 

menjalankan semua rukun haji, walau dalam pelaksanaannya 

dia harus dibantu olah orang lain atau memerlukan 

pendamping, yang biasanya mengeluarkan biaya lebih.46 

Fasilitas untuk penyandang disabilitas ditinjau dari 

hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah maslahah 

(manfaat). Metode penetapan hukum ini menggunakan 

konsep perlindungan khusus untuk hak bagi penyandang 

disabiltas dalam penyelengaraan ibadah haji khusus. menurut 

bahasa maslahah adalah suatu keberadaan yang dapat 

digunakan atau mempunyai manfaat.47 

Dilihat dari data penyelenggaraan ibadah haji 

disabilitas, jamaah haji disabilitas dilihat dari data 

peyelenggaraan haji khususnya yang terkait dengan jamaah 

haji disabilitas contoh nya seperti kasus di kota bengkulu 

                                                             
46 Hanifah Ahzami dan Yulietta Purnamasari, Rukhshah bagi 

penyandang disabilitas dalam menjalankan syariat islam perspektif q.s. Al-

fath: 17, Jurnal Stiu Darul Hikmah, Vol 7 No 2. h. 15. 
47 Qourotul Aini, implementasi ketentuan perlakuaan khusus bagi 

penyandan disabiltas oleh pemerintah melalui pasal 222 uu no 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perspektif maslahah, (Skripsi: 

Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 6. 
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yang data nya penulis dapat dari hasil wawancara di kantor 

kanwil bengkulu SISKOHAT bapak Allazi menggatakan 

bahwah di Provinsi Bengkulu terkhusus di Kota Bengkulu 

beliau menggatakan kalau jamaaah haji khusunya jamaah haji 

disabilitas di Kota Bengkulu di lihat dari data 5 tahun 

belakang ini belum ada yang mendaftar maupun di 

berangkatkan. Tetapi untuk peraturan yang melandasi untuk 

peyelenggaraan ibadah haji khusunya jamaah haji  disabilitas 

ada Undang-undangnya yaitu Undang-undang No.08 Tahun 

2019.48 

ketentuan pendamping jamaah Haji khusus 

Penyandang disabilitas menurut Pemerintah ialah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak 

kandung/orang tua kandung/menantu/saudara kandung 

dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nika, 

fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau 

bukti lain yang sah dengan menunjukan keaslianya. 

2. Pendamping sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi 

jamaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudarah 

kandung dari jamaah yang telah melunasi. 

3. Pendamping dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan 

bagi jamaaah yang memiliki hubungan anak 

                                                             
48 Wawancara dengan bapak Allazi di kantor Kanwil Kota 

Bengkulu, tanggal 22 Nov 2022 
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kandung/orang tua kandung dan/atau menantu dari 

jamaah yang telah melunasi 

4. Pendamping telah terdaftar sebagai jamaah haji khusus.49 

fasiltas yang biasanya di siapkan untuk jamaah haji 

khusus atau jamaah disabilitas: 

1. Menyediakan kursi roda 

2. guide pribadi 

3. uang untuk membayar dam apa bila diperlukan, dan 

4. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan 

 

                                                             
49 Putusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 

Nomor 143 Tahun 2020 Tetang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus 

Tahun 1441/2020, Bab II, Kouta, h. 8-9.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis     

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Manajemen persiapan jamaah disabilitas yaitu Persiapan 

Mental Spiritual, Persiapan Fisik, Persiapan Material, 

fasilitas haji disabilitas sesuai kebutuhan. 

2. Manajemen penyelengaraan jamaah disabilitas harus 

mempuyai pendamping, yang memiliki hubungan 

sebagai suami atau istri atau anak kandung atau orang tua 

kandung atau menantu atau saudara kandung, 

Pendamping sebanyak 1 (satu) orang, dan Pendamping 

telah terdaftar sebagai jamaah haji khusus. 

 

B. Saran 

Dengan melihat hasil penelitian diatas, disarankan kepada: 

1. Bagi Pemerintah 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti 

menyarankan agar pemerintah terkhususnya Kementerian 

Agama Republik Indonesia tetap mempertahankan 

mengembangkan pelayanan, bimbingan, perlindungan 



41 
 

 
 

hukum, dan kebijakan pada jamaah haji terkhusus jamaah 

haji Disabilitas 

2. Bagi Lembaga Travel 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti 

menyarankan agar perusahaan penyelenggara haji atau 

yang biasa disebut travel mengembangkan strategi dalam 

memberikan perhatian khusus dan memberikan pelayanan 

yang bagi jamaah Disabilitas 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Diharapkan penelitian ini agar dapat membantu dan 

dikembangkan kembali guna untuk kesempurnan 

kedepanya.   
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